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Lampiran 

Gambar 1.1 Wawancara dengan Kepala Sub Dinas Kesadaran dan Penegakan 

Hukum (KASUB DISDARGAKUM) Mayor Laut (H/W) Fredyana Anamesa, S.H. 

 

Dokumentasi penelitian pada tanggal 14 November 2024 

 

Gambar 1.2 Wawancara dengan Komandan Kapal Angkatan Laut (KAL) Weling 

Lantamal VII Kupang Mayor Laut Sarjandi (P).  

 

Dokumentasi penelitian pada tanggal 19 November 2024 
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Gambar 1.3 Wawancara dengan nelayan di wilayah perairan Laut Timor 

 

Dokumentasi penelitian pada tanggal 7 Febuari 2025 
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